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ABSTRAK 

 

 Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa 

Kafa>lah Pada Produk ARRUM Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana 

mekanisme imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya? dan Bagaimana Analisis hukum islam terhadap imbal 

jasa kafa>lah pada produk Arrum Haji di Pegadaian SyariahCabang Blauran 

Surabaya? 

 Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data 

yang terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang 

sedang terjadi secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Serta 

berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui yang mana dalam penelitian 

ini menganalisa dan memecahkan masalah yang berkenaan dengan imbal jasa 

kafa>lah pada produk ARRUM haji di Pegadaian SyariahCabang Blauran 

Surabaya. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, mekanisme imbal jasa 

kafa>lah pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya yang mana dibayar saat awal akad yang besarnya ditentukan sesuai 

dengan jangka waktu yang telah dipilih oleh nasabah dan disepakati bersama saat 

awal akad; kedua, mekanisme imbal jasa kafa>lah menurut fatwa DSN-MUI 

Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 kurang sesuai karena terdapat dua upah dalam 

produk pembiayaan ARRUM haji yakni mu’nah dan imbal jasa kafa>lah. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka kepada pihak 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk mempertimbangkan kembali 

ujrah (upah) yang diperoleh, dan juga mengharapkan pihak Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya agar lebih pro aktif untuk menyampaikan adanya 

imbal jasa kafa>lah atau penjelasan lebih dalam mengenai imbal jasa kafa>lah 

kepada para nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya 

bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prisnsip-prinsip Syariah. 

Prinsip Syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang 

dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam 

atau yang lazim disebut dengan prinsip Syariah.
1
 

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank 

dan keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adapun lembaga keuangan 

nonbank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan 

yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan 

mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna 

membiayai investasi perusahaan. Salah satu lembaga keuangan Syariah 

nonbank yaitu lembaga Pegadaian Syariah. 

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank 

yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah 

                                                             
1 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keauangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 1. 
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2 

 

yang membutuhkan dana dalam waktu segera.
2
 Sedangkan Pegadaian Syariah 

adalah lembaga pembiayaan dengan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariah.
3
  

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga 

berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana 

untuk masyarakat. Sekarang ini Pegadaian memiliki beberapa produk  yang 

berguna untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Salah 

satu permasalah masyarakat khususnya yang beragama muslim adalah 

keinginan untuk menunaikan ibadah haji namun terbatasnya biaya yang 

dimiliki. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang 

kepada prinsip Syariah.  

Dalam agama Islam haji merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagai 

rukun Islam yang kelima, haji merupakan perwujudan sikap pasrah dan 

tunduk seorang hamba kepada tuhannya. Dalam arti lain, haji adalah sengaja 

mengunjungi Ka’bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah 

dengan syarat-syarat tertentu, yakni mengerjakan thawaf, sa’i,  wukuf di 

Arafah dan manasik haji lainnya dengan mengikuti tuntunan Rasullullah 

Saw.
4
 

Melaksanakan haji hukumnya wajib satu kali dalam seumur hidup 

bagi muslim dan muslimah yang sudah baligh dan mampu di perjalanan 

                                                             
2 Ibid., 171. 
3 Abdul  Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi 
Syariah (Depok: Rajawali Pers, 2017), 132. 

4 Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ibadah Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada 
Al-Khaliq Prespektif Al-Quran dan As-Sunnah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 247. 
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3 

 

(istitha’ah).
5
 Syarat-syarat wajib haji salah satunya adalah mampu. Haji tidak 

wajib bagi orang  yang belum mampu. Oleh karena itu tidak semua orang 

Islam yang di serukan untuk melaksanakan ibadah haji kecuali bagi mereka 

yang mampu sebagai mana surat dalam Q.S. Ali Imron 97: 

فِيهِ آياَتٌ بَ ي ِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْ راَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ 
 ااَْ  اَاَ إِليَْهِ اَبِييً  وَمَنْ كََ رَ فَِ نَّ اللَّهَ َ ِ   عَنِ الَْ الَِ  َ 

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (di antaranya) maqam 

Ibrahim (tempat berdiri membangun ka’ba). Barangsiapa 

memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia mengerjakan 

haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang 

yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (orang yang 

sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkut serta 

sehat jasmani dan perjalananpun aman) Barang siapa mengingkari 

(kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran ayat 97). 

Akhir-akhir ini hal tersebut  bukanlah penghalang bagi masyarakat 

untuk menjalankan ibadah haji. Bahkan masyarakat rela melakukan apapun 

untuk dapat berkunjung ke Baitullah, salah satunya adalah dengan cara 

menggadaikan barang berharganya untuk digunakan sebagai barang jaminan 

yang nantinya masyarakat akan mendapatkan biaya pinjaman yang telah 

ditentukan.  

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan salah satu 

Pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip Syariah, yaitu 

penggunaan prinsip hukum Islam pada setiap kegiatannya dan mengikuti 

fatwa-fatwa DSN, serta berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum 

                                                             
5 Ibid., 247. 
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Syariah yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadist. Produk-produk yang 

ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah, 

produk Ar-rahn, Amanah, Tabungan Emas, Produk Arrum BPKB dan Produk 

ARRUM haji. 

Dalam produknya, Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

memiliki produk pembiayaan untuk ibadah haji yang bernama ARRUM haji. 

Payung hukum yang digunakan dalam pembiayaan ARRUM haji ini adalah 

menggunakan fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn). 

Pembiayaan ARRUM haji pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan 

haji.
6
 ARRUM haji  ini merupakan solusi untuk masyarakat muslim yang 

ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau mungkin 

tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya 

pemberangkatan haji. 

Adapun jaminan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya dalam pembiayaan ARRUM haji adalah emas atau logam 

mulia dengan minimal Rp. 7 Juta atau setara dengan logam mulia seberat 15 

gram nasabah sudah dapat mengajukan pembiayaan ARRUM haji tersebut. 

Pembiayaan ARRUM haji ini merupakan pinjaman uang sebesar Rp 25 juta 

dalam bentuk tabungan haji. 

                                                             
6 https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162 (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 

18.40 WIB) 

https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

Penggunaan jaminan berupa emas yang nantinya nasabah akan 

dibebankan dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (marhu>n). 

Hal tersebut juga tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq 

bi al-Rahn) bahwa pendapatan pihak Pegadaian syariah (murtahin) hanya 

berasal dari mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhu>n yang 

besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad 

ija>rah. 

Adapun dasar hukum dari ija>rah atau upah-mengupah terdapat pada 

al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut: 

وَإِنْ أرََدْتُُْ أَن تَسْ َ رْضُِ وا أوَْلَادكَُمْ فَيَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا اَلَّْ ُ م مَّآءَاتَ يُْ م باِلَْ ْ رُوفِ 
 وَات َّقُوا اللهَ وَاعْلَُ وا أَنَّ اللهَ بِاَ تَ ْ َ لُونَ بَصِيُر 

Artinya:”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 233).” 

Dengan demikian ayat tersebut merupakan dasar yang dapat dijadikan 

landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut 

diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-

menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai 

ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.
7
 

Dalam produk ARRUM haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya, tentunya juga dilengkapi dengan adanya asuransi jiwa 

                                                             
7 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) (Surabaya: UINSA Press, 2014), 

196. 
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yang mana jika nantinya terjadi kecelakaan atau kematian yang menimpa 

nasabah maka nasabah akan memperoleh dana asuransi tersebut. Asuransi 

yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

adalah asuransi yang menggunakan akad kafa>lah.  

Selain itu, dalam pelaksanaan produk ARRUM haji yang ada pada 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini, terdapat dua upah yaitu 

antara lain upah dari mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) barang yang 

dijadikan jaminan dari pembiayaan yang disertai dengan akad rahn serta 

mendapat upah dari imbal jasa kafa>lah yang berasal dari asuransi yang 

berbasis kafa>lah. 

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, penulis tetarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Imbal Jasa 

Kafa>lah pada Produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka penulis akan menarik beberapa permasalahan yang terkait dengan judul 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Peran Pegadaian Syariah sendiri sebagai lembaga keuangan alternatif bagi 

masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka 

pendek dengan margin yang rendah; 

2. Penerapan akad rahn  dalam produk ARRUM haji;  

3. Penerapan asuransi yang menggunakan prinsip kafa>lah; 
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4. Mekanisme imbal jasa kafa>lah; 

5. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi, yaitu rahn dan kafa>lah dalam 

produk ARRUM haji. 

6. Analisis hukum Islam terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM 

haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya; 

Mengingat keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Mekanisme terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM haji di 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya; 

2. Analisis hukum Islam terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM 

haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasakan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, 

maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM haji di 

pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk 

ARRUM haji di pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya? 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan telaah 

pada karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

diteliti  dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap imbal jasa kafa>lah pada 
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produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. 

Tujuan adanya kajian pustaka ini adalah  untuk menghindari adanya plagiasi 

dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama 

dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan topik penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap 

pelaksanaan produk ARRUM haji Pada Pegadaian Syariah Cabang Padang” 

oleh Ahmad Ridho pada tahun 2017 (UIN Imam Bonjol Padang). Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ARRUM haji yaitu 

akad pinjaman yang disertai alrahn, bahwa  penggabungan akad tersebut telah 

sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. 

Kemudian dalam hal mu’nah yang dibebankan kepada nasabah juga juga 

telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.
8
  

Kedua, Skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan Pada Produk 

ARRUM haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh” oleh M. 

Ikhwan Saputra pada tahun 2018 (UIN). Dalam penelitian tersebut telah 

sesuai dengan Syariah dan juga telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Seperti halnya pada penerapan akad 

rahn pada Pembiayaan ARRUM haji dimana pada Pegadaian Syariah Cabang 

Kota Banda Aceh membebankan biaya-biaya kepada murtahin. Biaya yang 

diterapkan ini mengacu kepada taksiran marhu>n  (barang jaminan) bukan 

                                                             
8 Ahmad Ridho, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan produk Arrum Haji Pada 

Pegadaian Syariah Cabang Padang”  (Skripsi—UIN Imam Bonjol Padang, Padang, 2017). 
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kepada jumlah marhu>n bih. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa No.26/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn Emas.
9
  

Ketiga, Skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan ARRUM PT 

Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus 

Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)” oleh 

Mutmainnah pada tahun 2012 (UIN Alauddin Makassar). Dalam penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa peneliti mengharapkan Pegadaian Syariah 

Sentral Makassar tetap menjaga kualitas produk yang ditawarkan khususnya, 

produk Pembiayaan Arrum agar jumlah nasabahnya terus bertambah dan 

tetap memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
10

  

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Analisis hukum Islam 

terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya”, penulis lebih memfokuskan pada upah atau imbal 

jasa yang didapatkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

dalam pembiayaan ARRUM haji, serta pembahasan yang lebih spesifik lagi 

mengenai produk Arrum yang ada di Pegadaian Syariah. Pembahasan dari 

penelitian yang penulis teliti ini lebih fokus kepada produk pembiayaan 

ARRUM haji. 

 

                                                             
9 M. Ikhwan Saputra, “Analisis Pembiayaan Pada Produk Ar-rum Haji Di Pegadaian Syariah 

Kantor Cabang Banda Aceh” (Skripsi--Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). 
10 Mutmainnah, “Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan 

Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral 

Makassar)” (Skripsi—UIN Alauiddin Makassar, 2012). 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme imbal jasa kafa>lah pada produk 

ARRUM haji di pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya; 

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap imbal jasa 

kafa>lah pada produk ARRUM haji di pegadaian syariah cabang Blauran 

Surabaya. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun 

untuk pembaca. Penelitian ini mengandung 2 aspek yaitu: 

1. Secara teoritis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran, agar lembaga-lembaga 

penjaminan Syariah tetap eksis dan sukses dalam mengembangkan 

produk-produknya. 

b. Memperkaya khazanah keilmuan serta literatur untuk mahasiswa, 

peneliti yang sejenis, atau peneliti dimasa yang akan mendatang. 

c. Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai Pegadaian 

Syariah. 
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2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

hasil tulisan ini khususnya mengenai imbal jasa kafa>lah pada produk 

ARRUM haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.  

 

G. Definisi Operasional 

Agar memudahkan dalam memahami istilah yang dimaksud dalam 

judul analisis hukum Islam terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM 

haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, maka penulis 

mendefinisikan beberapa istilah dari judul penelitian ini, sebagai berikut: 

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis, dan 

ijtihad para ulama yang berkaitan dengan  ija>rah juga 

Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 

tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik 

al-Mausutsuq bi al-Rahn) 

Imbal jasa kafa>lah : Biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk 

keperluan  asuransi. 

 Jadi yang dimaksud dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Imbal Jasa 

Kafa>lah pada Produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya” yaitu mengenai imbal jasa dalam produk ARRUM haji dimana apakah 

praktiknya di lapangan sudah terlaksana dengan baik dan juga apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam.  
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
11

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau 

tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.
12

 Lokasi yang 

digunakan untuk penelitian adalah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu di Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya di Jl.Kranggan 80 C, Surabaya. 

3. Data Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam 

penelitian ini, hasil data yang dikumpulkan yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang berasal dari sumber penelitian.
13

 

Adapun data primer yang dikumpulkan nantinya yaitu data mengenai 

sistem imbal jasa pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah, 

serta standar pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya.   

                                                             
11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2012), 3. 
12 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80. 
13

 Arikunto Suharsimi, Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 107. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen.
14

 Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan yaitu 

prosedur pembiayaan, proses serta dokumen-dokumen mengenai 

produk ARRUM haji dan pelayanan Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya.  

4. Sumber data  

Sumber data yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

terkait dengan objek penelitian, dalam hal  ini yang dimaksud yaitu imbal 

jasa kafa>lah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, para 

pegawai dan beberapa nasabah Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya. Serta sumber data tertulis sepeti misalnya peraturan 

perusahaan, surat keputusan atau pun yang lainnya yang masih terkait 

dengan imbal jasa kafa>lah. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang 

akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Sumber primer 

Sumber primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, 

dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner 

yang bisa dilakukan peneliti.
15

 Dalam penelitian ini penulis 

                                                             
14 Saifuddin Azwae, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91. 
15Dergibson Siagian, Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), 16. 
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melakukan wawancara langsung kepada pihak Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya, yaitu kepada pimpinan dan karyawan.. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak 

lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain.
16

 Penulis mengambil data 

sekunder dari peneliti-peneliti terdahulu yang sebelumnya telah 

melakukan penelitian yang masih ada kaitannya dengan apa yang saat 

ini penulis teliti. Sumber data sekunder ini  penulis ambil dari 

berbagai literatur sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini 

yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang dari 

sumber data primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi 

dokumen yang berhubungan dengan masalah seperti: 

1) Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya. 

2) Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

Pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-rahn). 

3) Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, 2013. 

4) Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam 

Sisem Hukum Nasional di Metode pengumpulan data. 

 

 

 

                                                             
16 Ibid., 16. 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
17

 Pengamatan 

atau observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudaah diketahui 

sebelumnya.
18

 Metode observasi ini digunakan dalam rangka untuk 

memperoleh data terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM 

haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya secara langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang biasanya 

terjadi tanggung jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan 

berpijak pada tujuan penelitian.
19

 Peneliti melukan komunikasi dalam 

bentuk percakapan langsung dengan responden. Wawancara bertujuan 

menggali informasi dari responden yang terdiri dari pengalaman, 

pemahaman, pendapat, perasaan, persepsi, dan pengetahuan. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 1 orang 

pimpinan, dan 1 orang karyawan. 

 

 

                                                             
17 Amirul hadi, H.Haryono, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 129. 
18 Hendri Tanjung, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 

93. 
19 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian  (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 82. 
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c. Dokumentasi 

Dokumen sendiri merupakan sekumpulan berkas hal berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda 

dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. 

Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan 

sebagai data utama.
20

 

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-

berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti. 

Data dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian.
21

 

5. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan 

data dilaksanakan. Pengolahan data tersebut memiliki tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Editing, adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan.
22 Kegiatan ini menjadi penting karena 

kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum 

memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya kurang atau terlewatkan, 

tumpah-tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, 

keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing ini.  

                                                             
20 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235. 
21 Ibid.,  222. 
22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi  (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2013), 182. 
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b. Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam  

penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Data yang 

diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka data tersebut disusun 

kembali sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi topik utama 

penelitian. Data yang diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka 

data tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini, karena tidak sesuai 

dengan rumusan masalah yang dipaparkan secara sistematis.
23

  

c. Analizing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 

sehingga diperoleh kesimpulan.
24

 Penganalisisan data dilakukan 

sebagai lanjutan dari editing dan organizing data yang telah diperoleh 

dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan fatwa 

DSN-MUI, sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah 

terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah atau 

pertanyaan yang diangkat dalam penelitian. Jawaban tersebut diperoleh 

                                                             
23 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung:  Alfabeta, 2015) , 243. 
24 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195. 
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melalui pengumpulan data dan memprosesnya hingga menghasilkan 

kesimpulan. 

Tujuan akhir dari analisis data pada prinsipnya adalah 

menghasilkan kesimpulan. Agar sampai pada kesimpulan yang 

diinginkan, data-data penelitian diproses terlebih dahulu dengan cara 

mempelajari secara cermat melalui serangkaian seleksi atau pengujian, 

hingga diperoleh hasil akhir dalam bentuk angka atau kontruksi 

konseptual yang menjadi bahan penyimpulan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat 

analisis deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi secara sitematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta. Serta berhubungan dengan fenomena yang ingin 

diketahui.
25

  

Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan di sini adalah 

suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang 

berkenaan dengan imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM haji di 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan 

tentang Analisis hukum Islam terhadap imbal jasa kafa>lah pada produk 

ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini agar lebih 

                                                             
25 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua (Jakarta: 

Rajawali Press, 2009), 22. 
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mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang 

sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun 

memahami permasalahan ini. Sistematika pembahasan ini merupakan suatu 

pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas, yaitu: 

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, konsep ija>rah dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI 

Nomor 92/DSN-MUI/III/2014. Bab ini membahas tentang teori ija>rah dan  

Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Landasan teori dalam 

menggali, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan penelitian yang 

berkesinambungan dengan tema, antara lain tinjauan umum tentang: 

pengertian ija>rah, dasar hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, macam-macam 

ijara>h , ujrah (upah), pembatalan dan berakhirnya ijarah serta fatwa DSN-

MUI Nomor 92/DSN-MUI/III/2014 tentang tentang pembiayaan yang 

disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn). 

Bab ketiga, merupakan operasional dari Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya.  Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum 

tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, produk-produk yang 

ada pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sekaligus juga akan 

menguraikan tentang mekanisme imbal jasa kafa>lah pada produk pembiayaan 

ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 
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Bab keempat, merupakan Analisis hukum Islam terhadap imbal jasa 

kafa>lah pada produk ARRUM haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya. Bab keempat ini merupakan bab analisis, dimana penulis akan 

membahas serta menganalisa mengenai gambaran umum yang meliputi 

analisis terhadap mekanisme imbal jasa kafa>lah di Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya. 

Bab kelima, merupakan Penutup  yang berisi  kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Khususnya bagi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sebagai upaya 

evaluasi guna untuk pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan pada 

produk ARRUM haji. 
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BAB II 

KONSEP IJA>RAH  DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI 

NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 

 

A. Konsep Ija>rah 

Dalam memanfaatkan suatu barang dapat menggunakan barang milik 

sendiri atau dapat pula dengan sistem menyewa kepada orang lain. Berkaitan 

dengan sistem menyewa dapat dikonsepkan sebagai berikut: 

1. Pengertian Ija>rah 

Ija>rah secara etimologi adalah masdar dari kata يأجر- أجر  (ajara-

ya’jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. 

Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna 

dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.
1
 

Sedangkan sebutan al-ija>rah adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah 

dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, 

kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
2
 

Sedangkan pengertian ija>rah secara terminologi, menurut ulama 

Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah ‚Transaksi 

terhadap suatu manfaat dengan imbalan.‛ Ulama Syafi’iyah 

mendefinisikannya dengan dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan 

tertentu. ‚Transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dituju, tertentu, 

bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.‛ 

                                                             
1 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101. 
2 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228. 
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Sedangkan ulama Malikiyah membuat definisi ija>rah sebagai berikut 

‚Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu imbalan.‛ 

Dari tiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

ija>rah adalah pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu 

tertentu dengan imbalan. Jika yang dimanfaatkan itu berupa tenaga, maka 

imbalannya adalah upah, dan kalau memanfaatkan benda, maka 

imbalannya sewa. Yang terpenting dapat dikatakan sesuatu itu sebagai 

ija>rah bila terdapat empat unsur, yaitu pemanfaatan, objek yang halal, 

dengan jangka waktu tertentu dan pakai imbalan berupa upah atau sewa.
3
  

 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

Ija>rah adalah transaksi pertukaran antara ‘ayn berbentuk jasa atau 

manfaat dengan dayn. Dalam istilah lain, Ija>rah dapat juga didefinisikan 

sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa 

melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang 

itu sendiri. Dalil yang menjelaskan tentang ija>rah sebagai berikut: 

a. Dasar Hukum Ijar>ah dalam Alquran 

1) Q.S. al-Baqarah ayat 233 

وَإِنْ أرََدْتُُْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ يْتُمْ  
  اِاْمَعْرُووِ وَات َُّ وا االََّ  وَاعْلَمُوا أَنَّ االََّ  ِ اَ تَ عْمَلُونَ َ ِ  يرٌ 

                                                             
3 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136. 
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Artinya: ‚Dan jika kamu ingin anak mu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.‛ (Q.S. al-Baqarah ayat 233) 

 

2) Q.S.  al-Qasas ayat 26 

رَ مَِ  اسْتَأْجَرَْ  ااَْ وِييُّ ااَْمِ ُ    اَاَْ  إِْ َ ااُاَ ياَ أََ ِ  اسْتَأْجِرُْ   إِنَّ َ ي ْ
Artinya: ‚salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

‚Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada 

kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau 

ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

dan dapat dipercaya.”  (Q.S.  al-Qasas ayat 26) 

 

3) Q.S.  at-Talaq ayat 6 

 أَسْكِنُوهُ َّ مِْ  َ يْثُ سَكَنتُم مِّ  وُجْ كُِمْ وَلَا تُضَاريُّوهُ َّ اتُِضَي ُِّ وا عَلَيْهِ َّ 
 وَإِن كُ َّ أوُلَاِ  حََْلٍ فأَنَفُِ وا عَلَيْهِ َّ َ تََّّ يَضَعَْ  حََْلَهُ َّ فإَِنْ أرَْضَعَْ  اَكُمْ 
نَكُم ِ عَْرُووٍ وَإِن تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُ رْضِعُ اَُ  أُْ رَى  فَآتوُهُ َّ أُجُورَهُ َّ وَأْتََِرُوا  َ ي ْ

 

Artinya: ‚Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya 

kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya.” 
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b. Dasar Hukum Ijar>ah dalam Hadits  

رَ أَجْرَُ    للَّ ااُ عليِْ  وسَّمَ  اَلَ رَسُولُ ااِ  عُمَرَ عَْ ِ  ااِ ْ  ِ عَْ   اعَْطوُا اَْجِي ْ
  َ ْ لَ أَنْ  َِ َّ عَرَ ُ ُ 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata,  Rasulullah SAW 

bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah).
4
 

 

c. Ijma’ 

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada 

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, 

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berpeda pendapat, 

tetapi hal itu tidak dianggap.
5
 

 

d. Kaidah Fiqh:  

 

ايِْلُ عَلَل ااتَّْ رِ ِْ   اَاَْ لُ ِ  اْاَْ يَااِ اِْ   اَ َ   َ تََّّ يَُ  لَّ ااْ َّ

 

Artinya: ‚Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai 

ada dalil yang melarangnya (memakhrukannya atau 

mengharamkannnya)‛.
6
 

 

 

3. Syarat dan Rukun Ija>rah 

Menurut mayoritas ulama, rukun ija>rah adalah sebagai berikut:
7
 

 

                                                             
4 Isnaini Harahap, Hadis-Hadis Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2015), 84. 
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 117. 
6 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 284. 
7 Fatma, Kontrak Bisnis Syariah (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 139. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 

 

a. Pelaku akad (al-mu’jir dan al-musta’jir)8
 

Al-mu’jir terkadang juga disebut dengan al-ajir yang keduanya 

mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang 

menyerahkan barang sewaan dengan akad ija>rah (pemberi sewa). 

Istilah al-ajir, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerjaan 

(pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud dengan al-musta’jir adalah 

orang yang menyewa (penyewa). 

b. Shighat 

Sebagaimana halnya dalam shighat jual beli, persyaratan 

shighat dalam ija>rah juga sama dengan persyaratan shighat dalam jual 

beli. 

c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma’qud’alayh) 

Dalam akad ija>rah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, 

juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan 

uang sewa/upah. 

Sedangkan syarat-syarat dari ija>rah adalah: 

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 

melakukan akad ija>rah. 

b. Manfaat yang menjadi objek ija>rah harus diketahui secara sempurna, 

sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 

                                                             
8 Ibid., 139. 
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c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik 

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan 

atau meminjamkan. 

d. Objek ija>rah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ija>rah ‘ala al-

‘amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu ain) bagi 

orang tersebut seperti shalat atau puasa. 

e. Objek ija>rah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat 

disewakan. 

f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai. 

 

4. Macam-macam Ija>rah 

Akad ija>rah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

a. Ija>rah bil ‘amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau 

jasa. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah 

yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah.
9
 Ija>rah yang bersifat 

pekerjaan atau jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, ija>rah jenis ini 

hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.
10

 Ija>rah 

seperti ini terbagi kepada dua yaitu: 

                                                             
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya (Jakarta: 

Kencana, 2014), 272. 
10 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam ((Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 202. 
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1) Ija<rah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga.
11

 

2) Ija>rah yang bersifat serikat yaitu, seorang atau sekelompok orang 

yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 

tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.
12

 

b. Ija>rah bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Pada 

ija>rah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. 

Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, 

perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya. 

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka 

ajiir dapat dibagi menjadi:
13

 

a. Ajiir khas, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan 

sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam 

waktu yang tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja 

pada pihak lain dalam dalam waktu tertentu selama terkait dengan 

pekerjaannya. 

b. Ajiir Musytarak, yaitu pihak yang haru melakukan pekerjaan yang 

sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal 

(pekerjaan) yang bersifat khusus. 

 

 

                                                             
11 Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 

76. 
12 Ibid., 76. 
13 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 427. 
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5. Ujrah (upah) 

Setiap transaksi barang ataau jasa, bagaimanapun akan 

menimbulkan kompensasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam 

konteks  fikih mu’amalah, kompensasi dalam transaksi antara barang 

dengan uang disebut dengan istilah thaman (harga), sedangkan transaksi 

antara uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan ujrah (upah). 

Seseorang yang bekerja pada prinsipnya telah melakukan suatu transaksi 

jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang, sehingga hak yang 

diperolh adalah upah kerja.
14

  

Ujr dasarnya adalah suatu konsep yang dapat diterapkan dalam 

aktivitas muamalah secara umum. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW 

pernah memerintahkan orang Islam untuk memberikan fee bagi tenaga 

kerja segera setelah pekerjaan selesai.
15

 Ujrah yaitu sesuatu yang 

diberikan kepada musta’jir  atas jasa yang telah diberikan atau diambil 

manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat hendaknya:
16

 

a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ija>rah akad timbal 

balik, karena itu ija>rah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.  

b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

                                                             
14 Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2003), 224. 
15Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi 

Kepatuhannya Terhadap Prinsip-prinsip Islam (Malang: Setara Press, 2016), 64. 
16

 Muhammad Rawwas, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1999),  178. 
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pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia 

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.  

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya 

harus lengkap. 

Adapun persyaratan tentang upah yang telah disepakai oleh para 

ulama yaitu antara lain: 

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui 

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah, seperti upah 

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. 

Upah dengan persyaratan diatas, dapat digolongkan menjadi 2 

kategori, yaitu: 

a. Upah yang telah disebutkan (ujr al-musamma>) 

Yaitu upah yang telah disebutkan pada saat awal transaksi 

yang mana harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima oleh 

kedua belah pihak) 

b. Upah yang sepadan (ujr al-mithl) 

Yaitu upah yang sepadan baik antara pekerjaannya maupun 

dengan kondisi pekerjaannya. Artinya, harta yang dituntut adalah 

kompensasi dari suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.
17

 

 

 

                                                             
17 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), 230. 
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6. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 

Menurut Al-Kasani dalam kitab al-Badaa’iu ash-Shanaa’iu, 

menyatakan bahwa akad al-ija>rah berakhir bila ada hal-hal sebagai 

berikut:
18

 

a. Objek al-ija>rah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan 

terbakar atau kendaraan yang disewa hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ija>rah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka 

orang tersebut berhak menerima upahnya. 

c. Wafatnya salah seorang yang berakad. 

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan 

disita negara karena terkait dengan utang, maka akad al-ija>rah nya 

batal. 

Sementara itu, menurut Sayid Sabiq, al-ija>rah akan menjadi batal 

dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan 

runtuhnya bangunan gedung. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan 

untuk dijahit. 

                                                             
18 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta:Kencana, 2010), 283. 
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d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang 

telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh 

membatalkan al-ija>rah  jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, 

seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan 

kehabisan modal.  

 

B. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

1. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

a. Pengertian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah 

musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim dipandang 

sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban 

masalah sosial keagamaan (ifta’) yang senantiasa timbul dan dihadapi 

masyarakat Indonesia.
19

 Hal ini mengingat bahwa lembaga ini 

merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka 

ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang 

dikelurkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan 

dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan 

pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan. 

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah perangkat organisasi 

MUI yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah 

                                                             
19 Tim Penyunting MUI, Himpunan Fata Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 

2011), 13. 
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yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. 

Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para 

ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 

ekonomi dan keuangan.
20

 

DSN diarahkan sebagai lembaga pendorong penerapan ajaran 

Islam dalam kehidupan ekonomi, oleh karena itu, DSN berperan 

secara proaktif dalam menanggapi perkembangan yang amat dinamis 

dalam bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia.  

b. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan 

fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan 

wewenang. Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab 

IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2000, Tugas dan Wewenang adalah sebagai 

berikut.
21

 

1) Dewan Syariah Nasional bertugas: 

a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 

kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 

khususnya. 

                                                             
20 Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 

Erlangga, 2016), 96. 
21 Panji Adam, Fatwa-Fatwa ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada 

Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Amzah, 2018), 163. 
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b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 

c) Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan 

syariah. 

d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan 

2) Dewan Syariah Nasional berwenang:
22

 

a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah 

di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi 

dasar tindakan hukum pihak terkait. 

b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ 

peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 

seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 

c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi 

nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas  

Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. 

d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 

diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk 

otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 

e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah 

untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 

f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 

mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 

                                                             
22 Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2017), 81. 
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c. Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional bagi Perbankan Syariah 

 Fungsi fatwa DSN-MUI terkait dengan perbankan syariah 

adalah:
23

 

(1) Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas 

pengawasan di masing-masing bank syariah.
24

 

(2) Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan 

usahanya. 

(3) Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah. 

 

2. Fatwa DSN-MUI  Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014
25

 

a. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI  Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

dalam menetapkan fatwa No. 92 Tahun 2014 ini dilatar belakangi oleh 

beberapa hal, yaitu : 

1) bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait rahn dipandang belum 

mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn; 

2)  bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait 

pengembangan usaha berbasis rahn; 

                                                             
23 A. Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 

24-25. 
24 Bagian keempat angka 1 Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000 tanggal 1 

April 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada 

Lembaga Keuangan Syariah, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 439. 
25 Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 
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3) bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang 

disertai rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn) untuk dijadikan 

pedoman. 

 

b. Fatwa No. 92 Tahun 2014 menetapkan fatwa tentang Pembiayaan 

yang Disertai Rahn (at-Tamwil al Mautsuq hi al-Rahn) 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

dalam fatwa No. 92 Tahun 2014 menetapkan fatwa tentang 

Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al Mautsuq hi al-Rahn) 

dan memutuskan beberapa point yaitu diantaranya: 

Pertama : Ketentuan umum 

    Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; 

fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 

68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily; 
2. Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam 

fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 

05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan 

fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Jual- Beli Istishna'; 

3. Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh; 
4. Akad Ija>rah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-

MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ijarah; 

5. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa 

DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah; 

6. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa 

DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); 
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7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI 

Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi 

(Ta'widh); 
8. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak 

melahirkan kewajiban untuk: bertanggungjawab 

terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, 

hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya); 
Kedua : Ketentuan Hukum 

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan 

(Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. 

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun) 
1. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) 

berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak 

yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk 

aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat 

berharga syariah lainnya; 

2. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan 

musya' (bagian dari kepemilikan bersamaJpart of 
undivided ownership), maka musya' yang digadaikan 

harus sesuai dengan porsi kepemilikannya; 

3. Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau 

kesepakatan. 

Keempat : Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain) 
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang; 
2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak 

mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau 

dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Kafal>ah (Ketentuan Kedua, 

4.c) 
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau 

kualitasnya serta jangka waktunya; 
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan 

jangka waktu pernbayaran; 
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang 

/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga 

Keuangan Syariah boleh: 
a.  mengenakan ta'widh dan ta'zir dalam hal Rahin 

melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan 

kewajibannya; 

b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka 

waktu pembayaran utang diperpanjang 
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Kelima : Ketentuan terkait Akad 

1. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas 

utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul 

karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, 

atau akad sewa-rnenyewa (ija>rah) yang pembayaran 

ujrahnya tidak tunai; 

2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan 

adanya barang jaminan (marhu>n); namun agar 

pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan 

perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah 

boleh meminta barang jaminan (marhun) dari 

pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik; 
mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga. 

3. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya 

dapat dieksekusi apabila pemegang amanah tal-
Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta'jir) 
melakukan perbuatan moral hazard, yaitu: 

a. Ta'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak 

boleh/tidak semestinya dilakukan; 

b. Taqshir (tafrith), yaitu - tidak melakukan sesuatu 

yang boleh/semestinya dilakukan; atau 

c. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-

ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) 

yang disepakati pihak-pihak yang berakad; 

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin 
1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad 

jual-beli (al-bai') yang pembayarannya tidak tunai, 

maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari 

keuntungan (al-ribh) jual-beli; 

2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad 

sewa menyewa (ija>rah) yang pembayaran ujrahnya 

tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya berasal 

dari ujrah; 
3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena 

peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan 

Murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa 

pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya 

harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah 
dalam akad ija>rah; 

4. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 

pendapatan/penghasilan Murtahin (Syarik/ Shahibul 
Mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang 

dilakukan oleh Pemegang Amanah (Syarik- 
Pengelola/ Mudharib); 
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Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn 
1. Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi 

utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan 

Murtahin mengembalikan Marhun kepada Rahin; 
2. Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak 

menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah 

disepakati, maka Murtahin wajib mengingatkan 

/memberitahukan tentang kewajibannya; 

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan 

memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan 

pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal 

berikut: 

a. Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana 

diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan 

ketiga angka 5); atau 

b. Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk 

melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di 

mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada 

harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal 

terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhu>n 
dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal), berlaku 

substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 

5). 

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau  jika terjadi perselisihan di antara 

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari temyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 
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BAB III 

OPERASIONAL PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN 

SURABAYA DAN MEKANISME IMBAL JASA KAFA>LAH PADA PRODUK 

ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN 

SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

1. Sejarah Pegadaian 

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di 

Indinesia yang mempunyai aktifitas membiayai kebutuhan masyarakat, 

baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum 

gadai.
1
 Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di 

Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Perum Pegadaian mengelurkan 

produk berbasis Islam yang disebut dengan Pegadaian Islam.
2
 

Sejarah dari Pegadaian Syariah sendiri dilatar belakangi oleh 

semakin banyaknya permintaan dari masyarakat dan adanya peluang 

dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip Syariah, 

perum Pegadaian akhirnya menerima tawaran dari PT. Bank Muamalat 

Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam mengusahakan praktik gadai 

Syariah divesifikasi usaha gadai yang telah dilakukan. 

Kerjasama ini di dasari oleh bank Muamalat Indonesia yang masih 

belum punya manajement skill dalam ahli untuk menaksir barang, 

sedangkan Pegadaian sudah mempunyai ahli penaksir akan tetapi dananya 

                                                             
1Ade Arthesa, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta: Indeks, 2009), 271. 
2 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 276. 
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sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antara Bank 

Muamalat Indonesia dan perum Pegadaian dengan membentuk Pegadaian 

Syariah untuk mewujudkan sistem penaksiran yang berbasis Syariah. Hal 

ini terwujud dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua 

pihak tersebut pada tanggal 16 Mei 2002.
3
  

Pada tahun 2003 telah di dirikan lembaga keuangan non bank yang 

berbasis Islam yaitu Pegadaian Syariah dengan nama Unit Layanan Gadai 

Syariah. Pendirian gadai Syariah tersebut selain untuk mencari 

keuntungan juga untuk mengembangkan bisnis mulia yaitu 

mensejahterakan masyarakat golongan menengah kebawah dengan 

menyalurkan dana pinjaman bagi yang membutuhkan dengan jaminan 

yang sudah ditentukan. Pada dasarnya gadai Syariah ini bertujuan untuk 

membantu masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah.  

Pembentukan Pegadaian Syariah tersebut di kembangkan dalam 

bentuk pembukaan Cabang Pegadaian Syariah di seluruh penjuru kota 

maupun tingkat lainnya yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Selain 

perum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

harus tersebar luas untuk masyarakat Indonesia, hal ini juga akan memicu 

perkembangan dan pertumbuhan yang diinginkan perusahaan dengan 

adanya penyebarluasan Pegadaian Syariah lainnya.  

Dalam peresmian khususnya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya 

yang mana langsung didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama 

                                                             
3 Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 
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Kantor Wilayah Perum Pegadaian Surabaya Bapak Deddy Kusdedy, SE. 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini diresmikan pada tanggal 

1 April 2006. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya juga merupakan 

Cabang dari kantor wilayah perum Pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo 

No. 79 Surabaya.
4
 

Dengan hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Blauran di harapkan 

menjadi solusi yang tepat dan praktis oleh masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya dengan cara dan transaksi yang sesuai syariat Islam. 

Khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang 

berada disekitar Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 

 

2. Profil Perusahaan 

Nama : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran Surabaya 

Alamat : Jl.Kranggan 80 C, Surabaya 

Kode Pos : 60174 

Telepon : (031) 99246656 

Tahun Berdiri : 2006 

Situs Web : www.PegadaianSyariah.co.id 

 

 

 

  

                                                             
4 Ibid 

http://www.pegadaiansyariah.co.id/
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3. Visi, Misi, dan Motto
5
 

a. Visi  

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu  

menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.  

b. Misi 

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan 

selalu  memberikan pembinaan terhadap usaha golongan 

menengah  kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang  

memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian 

dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap 

menjadi pilihan utama masyarakat.  

3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan  

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha  

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 

c. Motto  

Pegadaian Syariah mempunyai motto yaitu mengatasi masalah 

tanpa masalah. Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam 

mengatasi kita dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai 

terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh 

pinjaman. Pegadaian Syariah menfasilitasi warga untuk dapat 

                                                             
5 www.pegadaiansyariah.co.id 
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memperoleh pinjaman tersebut dengan praktis dan cepat dengan 

menjaminkan sebagai harta yang dimiliki. 

 

4. Struktur Organisasi dan Job Description Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya  

a. Bagan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya 

Struktur adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun, 

sedangkan organisasi adalah merupakan suatu wadah berkumpulnya 

minimal dua oraang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, struktur 

organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

secara posisi yaang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, Struktur 

organisasi disusun dengan membagikan, mengelompokkan dan 

mengkoordinasikan tugas secara formal yang ada dalam sebuah 

organisasi.
6
 

 Jadi dengan kata lain struktur organisasi adalah suatu 

sistematis atau susunan yang terstruktur agar dijadikan landasan 

dalam suatu organisasi. Struktur organisasi perlu dilaksanakan oleh 

setiap organisasi ataupun lembaga guna mengatur dan mengontrol 

kegiatan perusahaan. Berikut ini merupakan struktur organisasi 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 

                                                             
6 Robbins, Perilaku Organisasi Buku 2 (Jakarta: Salemba empat, 2008), 214. 
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Bagan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

Gambar 3.1 

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Job Description  

Berikut merupakan job description yang ada di Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya:
7
 

a. Manager Cabang :  

1) Mengelola operasional Cabang  

                                                             
7 Hapsari Wijaya, Customer Service Officer, Wawancara, Surabaya 25 November 2018 

 

PIMPINAN CAB. SYARIAH 

Achmad Zainuddin, SE. 

Penaksir 

Eka 

CS 

Hapsari Wijaya 

Penaksir 

Nurul Laeliyani 

Asisten Manager Cabang 

Wuwuh A. 

Kasir 

Hardika 

Kasir 

Fita A. Zelika 

Penyimpan 

Achmad Tuffarich 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 

 

2) Menyusun program kerja operasional Cabang agar sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan  

3) Mengkooridnasikan kegiatan penaksiran Marhu>n berdasarkan 

peraturan yang berlaku  

4)  Mengkorrdinasikan penyaluran Marhu>n bih  

5) Mengkorodinasikan pengelolaan Ija>rah dan Rahn sesuai 

ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan asset 

professional 

b. AMC (Asisten Manager Cabang)  

1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengawasi kegiatan operasional usaha gadai  

2) Menangani barang jaminan bermasalah  

3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram 

terhadap barang jaminan yang masuk  

4) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan 

kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan opersional kantor 

Cabang.  

c. Penaksir  

1) Memberikan pelayanan kepada Rahin dengan cepat, mudah 

dan aman  

2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
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3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan Cabang 

penggunaan pinjaman gadai oleh Rahin berkaitan dengan biaya 

administrasi dan jasa simpan  

4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

d. \CSO (Customer Service Officer)
8
 

1) Memberikan kepuasan pelayanan kepada Rahin apabila 

terdapat keluhan atau masalah yang sedang dihadapi  

2) Membantu menyelesaikannya dengan mencari jalan keluar 

masalah tersebut. 

e. Penyimpan
9
 

1) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeiharaan dan 

pengeluaran serta pembukuan Marhu>n  

2) Menerima Marhu>n selain barang kanting untuk disimpan di 

Gudang  

3) Secara berkala memeriksa keadaan Gudang penyimpanan 

Marhu>n  

4) Menyusun sesuai urutan nomor surat bukti rahn  

f. Kasir  

1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja  

2) Menerima modal kerja harian dari atasan  

3) Menyiapakan uang kecil untuk kelancaram pelaksanaan tugas  

                                                             
8
 Ibid 

9 Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 
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4) Melaksanakan penerimaan pelunasan Marhu>n bih dari Marhu>n 

g. Driver  

1) Melayani pimpinan dan karyawan yang memerlukan jasa supir 

untuk mengantar dalam rangka urusan dinas  

2) Memelihara dan merawat kendaraan dinas yang menjadi 

tanggung jawabnya  

h. Office Boy  

1) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan 

oleh karyawan   

2) Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan 

sekitarnya  

i. Security 

1) Menjaga keamanan harta perusahaan dari resiko kehilangan, 

kerusakan dan kebakaran  

2) Menjaga ketertiban, keamanan dan stabilitas kantor dan 

sekitarnya 

 

b. Produk Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah  memiliki produk-produk unggulan diantaranya 

yaitu produk Gadai Syariah, Rahn Hasan, Rahn Tasjily Tanah, ARRUM 

haji, ARRUM BPKB, Tabungan emas, Konsinyasi Emas, Mulia, Amanah, 
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Multi Pembayaran Online (MPO), Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan 

Aman (KUCICA), Krasida, Jasa Taksiran, dan Jasa Titipan.
10

   

a. ARRUM haji11 

Pembiayaan ARRUM haji pada Pegadaian Syariah ialah 

layanan yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan 

pembiayaan haji. Dengan jaminan emas minimal senilai tujuh juta 

rupiah plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji, uang 

pinjaman dua puluh lima juta rupiah dalam bentuk tabungan haji. 

1. Keunggulan ARRUM haji  

a) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan 

untuk memperoleh nomor porsi haji.  

b) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian  

c) Biaya pemeliharaan barang jaminan yang terjangkau  

d) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji 

pada saat lunas  

2. Persyaratan pengajuan ARRUM haji yaitu :  

a) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji  

b) Foto copy KTP   

b. Gadai Syariah
12

 

Pembiayaan rahn (gadai Syariah) di Pegadaian Syariah adalah 

solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya 

                                                             
10

 Hapsari Wijaya, Customer Service Officer, Wawancara, Surabaya 25 November 2018 
11 Ibid 
12 www.pegadaiansyariah.co.id 
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cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman 

penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau 

kendaraan bermotor. 

c. Rahn Hasan
13

 

Pegadaian rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan 

akad gadai/rahn mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 

tanpa biaya pemeliharaan (mu’nah pemeliharaan).  

d. ARRUM BPKB
14

 

Pembiayaan ARRUM (Ar-rahn untuk usaha mikro) pada 

Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk 

mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan 

tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung 

usaha sehari-hari. 

e. Tabungan Emas
15

 

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 

dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini 

memberikan kemudahan kepada masyarakt untuk berinvestasi emas. 

f. Konsinyasi Emas 

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di 

Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih 

aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan 

                                                             
13

 Brosur Rahn Hasan Pegadaian Syariah 
14 www.pegadaiansyariah.co.id 
15 Ibid 
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emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas 

yang dimiliki lebih produktif. 

g. Mulia
16

 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secarai tunau atau angsuran dengan proses mudah dan 

jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan 

investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, 

seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan 

anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. 

h. Amanah
17

 

Pembiayaan amanah darri Pegadaian Syariah yaitu 

pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap maupun 

pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara 

angsuran. 

i. MPO ( Multi Pembayaran Online)
18

  

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran 

berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, 

pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan 

MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan 

kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki 

rekening di Bank. 

                                                             
16

 Hapsari Wijaya, Customer Service Officer, Wawancara, Surabaya 25 November 2018 
17 www.pegadaiansyariah.co.id 
18 Ibid 
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j. Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA)
19

 

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) 

adaalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar 

negeri dengaan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan beberapa 

remiten berskala internasional. KUCICA merupakan solusi 

terpercayaa untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun 

secara instan, cepat dan aman. 

k. Krasida   

Krasida yaitu kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang 

diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk 

pengembangan usaha system gadai. Krasida merupakan solusi 

terpercaya untuk mendapat fasilitas kredt yang cepat, mudah dan 

murah. Agunan berupa perhiasan emas.
20

 

l. Jasa taksiran  

Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin 

mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian an 

batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. 

Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu 

barang berharga yang dimilikinya dengan biaya yang relative ringan, 

sehingga diharapkan masyarakat tidak menngalami kebimbangan atas 

nilai pasti investasinya. 

 

                                                             
19 Hapsari Wijaya, Customer Service Officer, Wawancara, Surabaya 25 November 2018 
20 Brosur Pembiayaan Pegadaian Syariah 
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m. Jasa titipan   

Jasa titipan yaitu layanan kepada nasabah yang ingin 

menitipkan barang berharganya yang dimiliki seperti perhiasan emas, 

berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor dengan biaya 

terjangkau. 

B. Mekanisme Imbal Jasa Kafa>lah Terhadap Produk Pembiayaan ARRUM haji 

di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

 

Produk pembiayaan ARRUM haji ini merupakan salah satu layanan 

yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya guna 

memberikan dana bantuan untuk masyarakat yang ingin pergi haji. Produk 

pembiayaan ARRUM haji ini adalah salah satu produk yang baru-baru ini 

dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah di Indonesia yakni pertama kali 

dikeluarkan pada tahun 2016.  

Produk pembiayaan ARRUM haji sendiri hadir dengan berlandaskan 

Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu tentang Pembiayaan yang 

disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-rahn), yang mana Pegadaian 

Syariah melihat adanya sebuah peluang untuk mengadakan solusi bagi 

masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji setelah dana talangan haji 

tidak diperbolehkan. 

Pembiayaan ARRUM haji pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan 
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pembiayaan haji.
21

 ARRUM haji  ini merupakan solusi untuk masyarakat 

muslim yang ingin menunaikan ibadah haji namun terhalang oleh biaya atau 

mungkin tabungan yang dimilikinya belum mencapai target untuk biaya 

pemberangkatan haji, dimana dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya membantu agar nasabah dalam melaksanakan ibadah haji 

dalam hal keuangan. 

Adapun jaminan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya dalam pembiayaan ARRUM haji adalah emas atau logam 

mulia dengan minimal Rp. 7.000.000 atau setara dengan logam mulia seberat 

15 gram nasabah sudah dapat mengajukan pembiayaan ARRUM haji 

tersebut. Pembiayaan ARRUM haji ini merupakan pinjaman uang sebesar Rp 

25.000.000 dalam bentuk tabungan haji.
22

 

Menurut Ibu Wuwuh A. produk pembiayaan ARRUM haji ini cukup 

diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan adanya produk 

pembiayaan ARRUM haji ini masyarakat menjadi lebih mudah untuk 

masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi bermasalah dengan 

keterbatasan dana. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah nasabah yang 

tercatat menggunakan produk pembiayaan ARRUM haji hingga akhir tahun 

2018 ini tercatat ada 84 orang nasabah yang mendaftar di Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya.  

                                                             
21 https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162 (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 

18.40 WIB) 
22 Wuwuh A, Asisten Manager Cabang, Wawancara,  Surabaya 02 Januari 2019 

https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162
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Berikut adalah rincian daftar nasabah ARRUM haji di Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya periode 2016-2018:  

Tabel 3.2 

Jumlah Nasabah ARRUM haji Tahun 2016-2018 

 

No Bulan Akad Tahun Akad Jumlah Nasabah 

1 Mei  2016 2 

2 Juli 2016 7 

3 Mei  2017 2 

4 Juni 2017 5 

5 Juli 2017 5 

6 Oktober 2017 6 

7 November 2017 5 

8 Januari 2018 2 

9 Februari 2018 2 

10 Maret 2018 2 

11 April 2018 6 

12 Mei  2018 13 

13 Juli 2018 3 

14 Agustus 2018 7 

15 September 2018 4 

16 Oktober 2018 5 

17 November 2018 5 

18 Desember 2018 3 

Jumlah  84 

 

 

Sumber : disarikan dari dokumen nasabah ARRUM haji Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya 
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Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan 

menggunakan produk pembiayaan ARRUM haji adalah sebagai berikut:
23

 

1. Beragama Islam. 

2. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar\. 

3. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai domisili atau identitas lain yang 

sah. 

4. Memiliki kartu keluarga. 

5. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah 

atau ijasah. 

6. Usia rahin pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh) tahun.  

Berikut ini adalah skema dalam pembiayaan ARRUM haji: 

Gambar 3.3 

Alur Pendaftaran ARRUM haji 

 

 

 

 Sumber : website Pegadaian Syariah 

Keterangan:
24

 

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ARRUM haji dengan 

menyertakan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh 

pihak Pegadaian. 

                                                             
23 Ibid 
24 www.pegadaiansyariah.co.id 
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2. Nasabah menyerahkan jaminan berupa uang senilai Rp. 7.000.000 

atau emas seberat 15 gram yang nantinya emas tersebut akan ditaksir 

oleh pihak penaksir di Pegadaian Syariah. 

3. Nasabah pergi ke Bank untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang 

langsung dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Dalam hal ini 

nasabah akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah menuju bank 

terdekat. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI 

Syariah, Bank Mega Syariah. 

4. Nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon 

jamaah haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. 

5. Nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan ke 

Pegadaian Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran 

angsuran sesuai dengan akad yang dilakukan. 

Berikut ini adalah proses pada saat awal akad sampai pengembalian 

seluruh pinjaman oleh nasabah yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya: 

1. Biaya pada saat awal akad 

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pada saat awal akad yaitu: 

a. Biaya administrasi sebesar Rp. 270.000 
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b. Biaya setoran awal sebesar Rp. 500.000, setoran awal ini akan 

digunakan untuk pembukuan tabungan haji di bank yang sudah 

bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 

c. Imbal Jasa Kafa>lah (IJK) adalah biaya atau upah yang dibebankan 

kepada nasabah untuk keperluan asuransi. Besar Imbal Jasa Kafa>lah 

tersebut tergantung dari jangka waktu yang diambil oleh nasabah.  

Berikut ini adalah rincian biaya yang harus dibayar pada saat awal akad: 

Tabel 3.4 

Simulasi anguran ARRUM haji 

Jangka 

waktu 

Biaya  

Administrasi 

Setoran 

Pembukuan 

Tabungan 

IJK 

 

 

Jumlah 

  

 

 12 Bulan  Rp. 270.000  Rp. 500.000  Rp.    70.000  Rp.   840.000 

 24 Bulan   Rp. 270.000  Rp. 500.000 Rp.   112.500  Rp.   882.500 

 36 Bulan   Rp. 270.000  Rp. 500.000  Rp.  175.000  Rp.   945.000 

 48 Bulan   Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp.   265.000  Rp. 1.035.000 

 60 Bulan   Rp. 270.000 Rp. 500.000 Rp.   412.000  Rp. 1.182.500 

 

 

2. Biaya angsuran per bulan dan tahun 

Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah per bulan dan 

pertahunnya yaitu sebagai berikut: 

a. Angsuran pokok yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah 

yang besarnya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah diambil 

oleh nasabah. 

Sumber  : disarikan dari data ARRUM haji 2017 
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b. Mu’nah adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk keperluan 

pemeliharaan barang jaminan atau biaya atas penjagaan barang 

jaminan. Dalam pelaksanaan produk ARRUM haji, nasabah 

dibebankan untuk membayar mu’nah (biaya pemeliharaan barang 

jaminan). Besar mu’nah yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 

252.806 per bulan. Untuk perhitungan mu’nah sendiri yaitu sebagai 

berikut:  

 

 

Berikut ini adalah rincian biaya yang harus dibayar setiap bulannya: 

Tabel 3.5 

Simulasi anguran (angsuran pokok + mu’nah) ARRUM haji 

Jangka 

waktu 

Angsuran 

 Pokok 
Mu'nah 

Jumlah 

Angsuran  

per Bulan 

Jumlah 

 Angsuran  

per Tahun 

 12 Bulan  Rp. 2.083.394  Rp. 252.806  Rp. 2.336.200  Rp. 28. 034.400 

 24 Bulan  Rp. 1.041.794  Rp. 252.806  Rp. 1.294.500  Rp. 31.070.400 

 36 Bulan  Rp.    694.494  Rp. 252.806  Rp.    947.300  Rp. 36.102.800 

 48 Bulan  Rp.    520.894  Rp. 252.806  Rp.    773.700  Rp. 37.137.600 

 60 Bulan  Rp.    416.794  Rp. 252.806  Rp.    669.500  Rp. 40.176.000 

Sama seperti semua pembiayaan pada umumnya, produk pembiayaan 

ARRUM haji pun tidak luput dari adanya kendala atau resiko. Adapun resiko 

yang paling sering dialami oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Sumber  : disarikan dari data ARRUM haji 2017 

0.95% x taksiran x jangka waktu (bulan) 
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Surabaya yaitu nasabah terlambat mengangsur atau nasabah meninggal 

dunia.
25

  

Apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka pihak Pegadaian 

Syariah menawarkan kepada ahli warisnya untuk mengambil alih pembiayaan 

tersebut. Sedangkan apabila nasabah terlambat dalam membayar angsuran 

maka pihak Pegadaian Syariah mengingatkan kembali agar nasabah segera 

mengangsurnya kembali dan juga memberikan denda (ta’widh). Berikut 

perhitungan denda yang dibebankan kepada nasabah yang terlambat 

membayar: 

   

 

 

                                                             
25 Wuwuh A, Asisten Manager Cabang, Wawancara,  Surabaya 02 Januari 2019 

4% x cicilan pokok per bulan + mu’nah perbulan 

30 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM  TERHADAP IMBAL JASA KAFĀLAH PADA 

PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN 

SURABAYA 

 

A. Analisis  Mekanisme Imbal Jasa Kafa>lah pada Produk ARRUM haji di 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya  

 

Mekanisme operasional Pegadaian Islam dapat digambarkan melalui 

akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian 

menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian.  

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya 

yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan 

keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini maka dibenarkan bagi 

Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang 

disepakati oleh kedua belah pihak.
1
 

Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakeristik 

seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.
2
 Sehingga 

dalam memperoleh suatu keuntungan (fee) Pegadaian Syariah mendapatkan 

keuntungan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (mu’nah) yang 

dijadikan jaminan yang selanjutnya disebut dengan ujrah. 

Terkait dengan mekanisme imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM 

haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya apabila ditinjau dari 

hukum Islam, dapat dipahami bawasannya hukum asal dalam muamalah 

                                                             
1 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 280. 
2 Ibid., 276. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 

 

adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Pada 

mekanisme imbal jasa kafa>lah pada produk ARRUM haji di Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya terdapat adanya keidaksesuaian. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan bahwa produk ARRUM haji 

ini sangat diminati oleh masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, 

maupun kalangan atas terbukti dengan banyaknya jumlah nasabah yang telah 

mendaftar di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sedangkan 

mengenai mekanisme imbal jasa kafa>lah pihak Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya menyampaikan bahwasannya itu adalah suatu biaya atau 

upah yang mana digunakan untuk keperluan asuransi. Besar dari imbal jasa 

kafa>lah pun beragam sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal 

akad. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa Kafa>lah pada Produk ARRUM 

haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yag diwakili oleh ibu Wuwuh A. 

selaku Asisten Manager Cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Blauran 

Surabaya, di dalam produk ARRUM haji ini menggunakan akad rahn dan 

juga terdapat akad kafa>lah yaitu akad untuk keperluan asuransi.  

Dalam produk pembiayaan ARRUM haji yang ada di Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI 
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yaitu fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai 

rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn). Dijelaskan pula mengenai uraian 

biaya apa saja yang harus dibayar yaitu meliputi biaya administrasi, setoran 

awal, imbal jasa kafa>lah, angsuran pembiayaan per bulan, dan biaya mu’nah.  

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn) yakni 

mengenai ketentuan pendapaan yang didapat oleh murtahin adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli (al-bai') 

yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya 

berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli; 

2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa menyewa 

(ija>rah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan 

Murtahin hanya berasal dari ujrah; 

3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad 

qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa 

pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan 

pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ija>rah; 

4. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka 

pendapatan/penghasilan Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal) hanya berasal 

dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah 

(Syarik- Pengelola/ Mudharib); 
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Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn) 

disebutkan dalam point 3 diatas bahwasannya  pendapatan yang di dapat oleh 

Murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas 

marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah 

dalam akad ija>rah.. Jadi, dalam produk ARRUM haji tidak dianjurkan 

mengambil upah dari yang selain biaya pemeliharaan barang jaminan 

(mu’nah) tersebut dan besarnya pun harus ditetapkan pada saat awal akad. 

Sedangkan pada praktiknya dilapangan Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Surabaya upah yang didapatkan dari produk ARRUM haji ini terdapat dua 

upah yaitu dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan 

(mu’nah) yang mana besarannya sudah ditetapkan pada saat awal akad dan 

juga upah dari imbal jasa kafa>lah yang besarnya-pun juga sudah diketahui 

diawal akad. 

Dari uraian tersebut terdapat ketidaksesuaian antara praktik 

dilapangan dengan fatwa DSN-MUI yaitu fatwa Nomor 92/DSN-

MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq 

bi al-Rahn) berbunyi “Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena 

peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal 

dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus 

ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah.”3
 Dalam 

fatwa tersebut hanya memperbolehkan mendapatkan satu upah yakni upah 

                                                             
3 Fatwa DSN-MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 
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yang diperoleh dari mu’nah sedangkan dalam produk ARRUM haji yang ada 

di Pegadaian Syariah Cabang Blauran itu sendiri terdapat dua upah. 

Jika dilihat dari segi kekuatan hukum, fatwa merupakan jawaban 

hukum yang sejatinya tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa hanya 

dikeluarkan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang muncul dimana 

merupakan suatu peristiwa atau suatu permasalahan yang telah terjadi secara 

nyata sebelumnya. Pihak yang meminta suatu fatwa, baik perorangan, suatu 

lembaga, maupun masyarakat luas tidaklah harus mengikuti isi atau hukum 

yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini disebabkan karena fatwa 

tersebut tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Namun 

demikian, apabila fatwa diadopsi keputusan Pengadilan, maka ia haruslah 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4
 

Dalam menyikapi hal tersebut meskipun fatwa DSN-MUI yaitu fatwa 

Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-

Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn) memiliki kekuatan hukum yang masih belum 

mengikat, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam 

fatwa DSN-MUI yaitu fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 

pembiayaan yang disertai rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn) yang 

menjelaskan bahwasannya pendapatan yang di dapat oleh murtahin hanyalah 

berasal dari biaya pemeliharaan barang jaminan (mu’nah). 

 

                                                             
4 Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sisem Hukum Nasional di 
Indonesia (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 66. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini 

adalah beberapa kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya: 

1. Mekanisme imbal jasa kafa>lah yang terdapat pada Pegadaian Syariah 

Cabang Blauran Surabaya terjadi ketika nasabah bertindak sebagai ra>hin 

yang kemudian membayar sejumlah angsuran dan biaya lainnya termasuk 

biaya imbal jasa kafa>lah yang mana dibebankan kepada nasabah di awal 

akad yang besarnya didasarkan pada jangka waktu yang telah disepakati. 

Dalam pengaplikasiannya, imbal jasa kafa>lah merupakan imbal jasa atau 

upah yang diperoleh oleh pihak perusahaan yang berkaitan dengan 

asuransi. 

2. Berdasarkan analisis di atas, maka imbal jasa kafa>lah pada Pegadaian 

Syariah Cabang Blauran Surabaya menurut fatwa DSN-MUI No. 

92/DSN-MUI/IV/2014 praktik tersebut kurang sesuai karena dalam fatwa 

tersebut menyatakan bahwa murtahin hanya boleh mendapatkan upah dari 

mu’nah, namun pada praktiknya pihak Pegadaian Syariah juga 

membebankan upah lainnya yaitu imbal jasa kafa>lah dalam produk 

ARRUM haji.  
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B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada 

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan 

dampak positif kedepannya untuk kemajuan Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak pegadaian Syariah agar tidak menerapkan biaya 

atau upah ganda dari produk pembiayaan ARRUM haji.  

2. Diharapkan pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya agar lebih 

pro aktif untuk menyampaikan adanya imbal jasa kafa>lah atau penjelasan 

lebih dalam mengenai imbal jasa kafa>lah kepada para nasabah mengingat 

masih banyak nasabah yang kurang memahami apa itu imbal jasa kafa>lah 

yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 
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